PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp (0414) 21029
email : bpbd_selayar@yahoo.com

Benteng

KEPUTUSAN

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 1 /I /JTAHUN 2025 / BPBD

TENTANG
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertibnya

pelaksanaan kegiatan lingkup Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025, maka
dipandang perlu untuk menunjuk dan mengangkat
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Pelaksana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008
tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar
Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Republik
Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor
98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar Nomor 47);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor
136);

13. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60
Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 (Berita
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024
Nomor 847);
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MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pegawai yang namanya
tersebut dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun
Anggaran 2025;

KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana
dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan
wewenang :

1. mengendalikan dan melaporkan perkembangan
pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan OPD;

2. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan
anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan
Kegiatan/sub kegiatan; dan

3. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa
pada kegiatan/sub kegiatan OPD sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur

mengenai pengadaan barang/jasa.

KETIGA . Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran

2025.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang
bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

dengan penuh tanggung jawab.
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KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

dan berlaku surut sejak tanggal 02 Januari 2025 dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan
di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal : 2 Januari 2025

KEPALA PELAKSANA BPBD,

< ] Pemerintalj Kabupaten
(Q@ Kepulauan Selayar
{ .

3

-

Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19700726 199101 1 002

Tembusan :

1. Bupati Kepulauan Selayar
Cqg. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah di Benteng;

2. Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;

3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;

4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;

5. Pertinggal.
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Lampiran : Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
NomorI /1 / Tahun 2025 / BPBD tanggal 2 Januari 2025
Tentang
Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

DAFTAR PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
LINGKUP BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

TAHUN ANGGARAN 2025

NO NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ NAMA / NIP JABATAN DALAM NILAI PAGU
SUB. KEGIATAN STRUKTUR ORGANISASI YANG
OPD DIKELOLA
1 2 3 4 5
1. Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1. Perencanaan, Penganggaran dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Apriana Usman,S.E.,,M.M. /19830430 201001 Kasubbag. Hukum, 6.979.200,-
Perencanaan Perangkat Daerah 2 029 Perencanaan & Pelaporan

b. Koordinasi dan Penyusunan Apriana Usman,S.E.,,M.M. /19830430 201001 Kasubbag. Hukum, 2.300.000,-
Dokumen RKA-SKPD 2 029 Perencanaan & Pelaporan

c. Koordinasi dan Penyusunan Apriana Usman,S.E.,M.M. / 19830430 201001 Kasubbag. Hukum, 2.300.000,-
Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 029 Perencanaan & Pelaporan

d. Koordinasi dan Penyusunan Apriana Usman,S.E.,,M.M. /19830430 201001 Kasubbag. Hukum, 2.300.000,-
DPA-SKPD 2 029 Perencanaan & Pelaporan

e. Koordinasi dan Penyusunan Apriana Usman,S.E.,,M.M. /19830430 201001 Kasubbag. Hukum, 2.300.000,-
Perubahan DPA-SKPD 2 029 Perencanaan & Pelaporan

f. Koordinasi dan Penyusunan Apriana Usman,S.E.,M.M. / 19830430 201001 Kasubbag. Hukum, 1.297.300,-
Capaian Kinerja dan Ikhtisar 2 029 Perencanaan & Pelaporan
Realisasi Kinerja SKPD

g. EvaluasiKinerja Perangkat Apriana Usman,S.E,M.M. /19830430 201001 Kasubbag. Hukum, 2.323.500,-
Daerah 2 029 Perencanaan & Pelaporan
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NO

NAMA PROGRAM/KEGIATAN/
SUB. KEGIATAN

NAMA / NIP

JABATAN DALAM

STRUKTUR ORGANISASI

OPD

NILAI PAGU
YANG
DIKELOLA

~

2

4

5

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN
b. Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun
c. Pengelolaan dan Penyiapan
Bahan Tanggapan Pemeriksaan
d. Penyusunan Pelaporan dan
AnalisisPrognosis Realisasi
Anggaran

Andi Lapang, S.P. / 19681102 200604 1 011
Andi Lapang, S.P. / 19681102 200604 1 011
Andi Lapang, S.P. / 19681102 200604 1 011

Andi Lapang, S.P. / 19681102 200604 1 011

Kasubbag. Keuangan
Kasubbag. Keuangan
Kasubbag. Keuangan

Kasubbag. Keuangan

2.157.082.000,-
11.000.000,-
4.000.000,-

5.200.000,-

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
3. Administrasi Barang Milik Daerah
pada Perangkat Daerah
a. Penatausahaan Barang Milik
Daerah pada SKPD

Dra. Hj. Nurmiati B.,, M.M. /19680104 199603

2003

Kasubbag. Umum &
Kepegawaian

4.500.000,-

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat
Daerah
a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dra. Hj. Nurmiati B.,, M.M. /19680104 199603

2003

Kasubbag. Umum &
Kepegawaian

86.386.000,-
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NO NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ NAMA / NIP JABATAN DALAM NILAI PAGU
SUB. KEGIATAN STRUKTUR ORGANISASI YANG
OPD DIKELOLA
1 2 3 4 5
5. | Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
5. Administrasi Umum Perangkat
Daerah
a. Penyediaan Komponen Instalasi | Dra. Hj. Nurmiati. B, M.M. /19680104 199603 Kasubbag. Umum & 3.242.300,-
Listrik/Penerangan Bangunan 2003 Kepegawaian
Kantor
b. Penyediaan Barang Cetakan dan | Dra. Hj. Nurmiati. B, M.M. /19680104 199603 Kasubbag. Umum & 9.996.000,-
Penggandaan 2003 Kepegawaian
c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Dra. Hj. Nurmiati. B, M.M. /19680104 199603 Kasubbag. Umum & 3.000.000,-
Peraturan Perundang-Undangan 2003 Kepegawaian
d. Penyelenggaraan Rapat Dra. Hj. Nurmiati. B, M.M./19680104 199603 Kasubbag. Umum & 220.878.000,-
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2003 Kepegawaian
6. | Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
6. Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
a. Pengadaan Mebel Dra. Hj. Nurmiati. B, M.M. /19680104 199603 Kasubbag. Umum & 12.600.000,-
2003 Kepegawaian
b. Pengadaan Peralatan dan Mesin | Dra. Hj. Nurmiati. B, M.M. /19680104 199603 Kasubbag. Umum & 16.144.800,-
Lainnya 2003 Kepegawaian
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NO NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ NAMA / NIP JABATAN DALAM NILAI PAGU

SUB. KEGIATAN STRUKTUR ORGANISASI YANG
OPD DIKELOLA
1 2 3 4 5

7. | Program Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Dra. Hj. Nurmiati. B, M.M. /19680104 199603 Kasubbag. Umum & 109.360.000,-
Sumber Daya Air dan Listrik 2003 Kepegawaian

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Dra. Hj. Nurmiati. B, M.M. /19680104 199603 Kasubbag. Umum & 662.752.900,-
Umum Kantor 2003 Kepegawaian

8. | Program Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Dra. Hj. Nurmiati. B, M.M. /19680104 199603 Kasubbag. Umum & 42.130.000,-
Biaya Pemeliharaan dan Pajak 2003 Kepegawaian

Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Dra. Hj. Nurmiati. B, M.M. /19680104 199603 Kasubbag. Umum & 157.270.000,-
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 2003 Kepegawaian
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

C. Pemeliharaan Peralatan dan Dra. Hj. Nurmiati. B, M.M. /19680104 199603 Kasubbag. Umum & 18.84.0.000,-
Mesin Lainnya 2003 Kepegawaian

d. Pemeliharan/Rehabilitasi Dra. Hj. Nurmiati. B, M.M. /19680104 199603 Kasubbag. Umum & 19.000.000,-
Gedung Kantor dan Bangunan 2003 Kepegawaian
Lainnya
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NO NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ NAMA / NIP JABATAN DALAM NILAI PAGU
SUB. KEGIATAN STRUKTUR ORGANISASI YANG
OPD DIKELOLA
1 2 3 4 5
9. | Program Penanggulangan Bencana
9. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
Kabupaten/Kota
a. Sosialisasi, Komunikasi, Nur Salim Muchtar, S.E. / 19730123 200701 Kabid. Pencegahan & 153.613.200,-
Informasi dan Edukasi (KIE) 1015 Kesiapsiagaan
Rawan Bencana
Kabupaten/Kota (Per Jenis
Bencana)
10. | Program Penanggulangan Bencana
10. Pelayanan Pencegahan dan
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
a. Penguatan Kapasitas Kawasan Nur Salim Muchtar, S.E. / 19730123 200701 Kabid. Pencegahan & 97.570.100,-
untuk Pencegahan dan 1015 Kesiapsiagaan
Kesiapsiagaan
b. Pengelolaan Risiko Bencana Nur Salim Muchtar, S.E. / 19730123 200701 Kabid. Pencegahan & 42.324.100,-
Kabupaten/Kota 1 015 Kesiapsiagaan
c. Penyediaan Peralatan Nur Salim Muchtar, S.E. / 19730123 200701 Kabid. Pencegahan & 37.311.700,-
Perlindungan dan Kesiapsiagaan 1 015 Kesiapsiagaan
Terhadap Bencana
Kabupaten/Kota
d. Pengembangan Kapasitas Tim Nur Salim Muchtar, S.E. / 19730123 200701 Kabid. Pencegahan & 40.553.500,-
Reaksi Cepat (TRC) Bencana 1 015 Kesiapsiagaan
Kabupaten/Kota
e. Penyusunan Rencana Nur Salim Muchtar, S.E. / 19730123 200701 Kabid. Pencegahan & 321.914.200,-
Penanggulangan Bencana 1015 Kesiapsiagaan
Kabupaten/Kota
f. Pelatihan Pencegahan dan Nur Salim Muchtar, S.E. / 19730123 200701 Kabid. Pencegahan & 56.213.200,-

Mitigasi Bencana
Kabupaten/Kota

1015

Kesiapsiagaan
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NO NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ NAMA / NIP JABATAN DALAM NILAI PAGU
SUB. KEGIATAN STRUKTUR ORGANISASI YANG
OPD DIKELOLA
1 2 3 4 5
11. | Program Penanggulangan Bencana
11. Pelayanan Penyelamatan dan

Evakuasi Korban Bencana

a. Pencarian, Pertolongan dan Muhammad Ikbal, S.E. / 19761019 201101 1 Kabid. Kedaruratan & 34.000.000,-
Evakuasi Korban Bencana 003 Logistik
Kabupaten/Kota

b. Penyediaan Logistik Muhammad Ikbal, S.E. / 19761019 201101 1 | Kabid. Kabid. Kedaruratan 200.000.000,-
Penyelamatan dan Evakuasi 003 & Logistik
Korban Bencana
Kabupaten/Kota

c. Aktivasi Sistem Komando Muhammad Ikbal, S.E. / 19761019 201101 1 Kabid. Kedaruratan & 90.000.000,-
Penanganan Darurat Bencana 003 Logistik

d. Respon Cepat Darurat Bencana Muhammad Ikbal, S.E. / 19761019 201101 1 Kabid. Kedaruratan & 11.000.000,-
Kabupaten/Kota 003 Logistik

e. Peningkatan kapasitas Sumber Muhammad Ikbal, S.E. / 19761019 201101 1 Kabid. Kedaruratan & 25.000.000,-
Daya Aparatur dalam 003 Logistik

Penanganan Keadaan Darurat
Kabupaten/Kota

11
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NO NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ NAMA / NIP JABATAN DALAM NILAI PAGU
SUB. KEGIATAN STRUKTUR ORGANISASI YANG
OPD DIKELOLA
1 2 3 4 5
12. | Program Penanggulangan Bencana
12. Penataan Sistem Dasar
Penanggulangan Bencana
a. Pengelolaan dan Pemanfaatan Muhammad Ikbal, S.E. / 19761019 201101 1 Kabid. Kedaruratan & 35.000.000,-
Sistem Informasi Kebencanaan 003 Logistik
b. Koordinasi Penanganan Pasca Rusman, S. STP. / 19910731 201206 1 003 Kabid. Rehabilitasi & 150.000.000,-
Bencana Kabupaten/ Kota Rekonstruksi

KEPALA PELAKSANA BPBD,

Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub.

& ) Pemerintal, Kabupaten
;} Kepulguan Selayar

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19700726 199101 1 002
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12



